





PENGHAMBAT PELAKSANAAN KEMITRAAN PENGANGKUTAN BATU 
BARA YANG DITERAPKAN OLEH PT IRSA DENGAN CV PUTRA 
GEMILANG SEBAGAI MITRA USAHA DI KECAMATAN NAPAL PUTIH 
BENGKULU UTARA 
 
A. Bentuk Penghambat Pelaksanaan Kemitraan Pengangkutan Batu Bara 
Yang Diterapkan Oleh PT.IRSA Dengan CV. Putra Gemilang Sebagai 
Mitra Usaha Di Kecamatan Napal Putih Bengkulu Utara. 
 
Pengusahaan pertambangan yang bersifat kontraktual dilakukan 
dengan kontrak karya, kontrak bagi hasil serta perjanjian kerjasama pengusahaan 
pertambangan. Kontrak karya sebagai bentuk kerjasama modal asing dengan 
modal nasional terjadi bilamana penanam modal asing membentuk satu badan 
hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan nasional.84 Perusahaaan 
yang menandatangani kontrak karya dengan pemerintah Indonesia pada suatu 
jangka waktu tertentu harus sudah merupakan perusahaan yang dibentuk 
berdasarkan hukum Indonesia dan waktu yang telah ditentukan untuk memiliki 
status hukum Indonesia selambat-lambatnya pada saat mulai melakukan 
eksplorasi. 
Perjanjian kemitraan antara PT.IRSA dan CV. Putra Gemilang 
merupakan salah bentuk perjanjian usaha dengan tujuan utama meningkatkan 
kemampuan usaha dan kesejahteraan para pihak. Perjanjian kemitraan usaha  
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atau bisnis muncul sebagai alternatif untuk menanggapi pasar yang makin 
mendiversisifikasi (luas dan terbuka) dan lingkungan yang dinamis.  
Pada kenyataannya perjanjian kemitraan banyak mengalami hambatan 
dan kegagalan dalam pelaksanaanya, hal ini disebabkan tidak hanya masalah 
kepastian hukum tetapi juga perilaku birokrat yang bekerja tidak profesional.  
Perjanjian kemitraan bukan belas kasihan dari perusahaan besar 
/menengah kepasda usaha kecil, oleh karena itu semua elemen yang terlbat dalam 
kemitraan harus menyadari bahwa kemitraan adalah kerjasama. Perjanjian 
kemitraan akan memberikan kepastian hukumbagi para pihak. Kepastian hukum 
tersebut mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal yaang diperjanjikan dalam 
akta perjanjian atau kontrak.  
Dalam perjanjian kemitraan sering terjadi kegagalan, ada beberapa 
penyebab terjadinya kegagalan kemitraan tersebut: 
a. Kurangnya rasa saling percaya diantara para pihak dalam pelaksanaan 
perjanjian kemitraan tersebut,  
b. Kurangnya daya inovasi dan kreativitas, karena para pihak sering 
kesulitan mengatasi atau menghadapi masalah dan tantangan dalam 
menyelesaikan resiko dalam perjanjian kemitraan 
c. Sangat Mudah pasra dan putus asa, karena kurang memiliki daya juang 
dalam menghadapi perubahan struktural dalam kehidupan ekonomi karena 





d. Memiliki tingkat aspirasi yang rendah, karena memeiliki tingkat 
pendidikan yang rendah akan pasra menerima program yang bersifat top 
down, walupun kemudian hari menyesal 
e. Tidak mampu menundah menikmati hasil kerja, Uang yang digunakan 
lansung digunakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan tidak 
mau menabung untuk menunda kebutuhan yang kurang bermanfaat. 
f. Merebaknya sifat sara, dan nepotisme serta familisme,  masyarakat sering 
tidak objektif dalam berprilaku dalam mengambil keputusan sehingga 
keputusan yang diambil sering kali tidak tepat. 
g. Sulit sekali memisahkan diri dengan suasana atau situasi di tempat 
asalnya, sehingga sulit untuk menerima pembaharuan. 
h. Tidak mampu menepatkan diri sebagai orang lain, akibatnya cenderung 
egoistis, berpikiran sempit, sulit berdialog. 
Kegagalan perjanjian kemitraan juga sering kali disebabkan beberapa 
hal : 
a. Kurangnya pengalaman dan pengetahuan untukmenjalankan usaha 
pada suatu daerah tertentu 
b. Kurangnya keahlian dalam pengoperasian usaha seperti bidang 
keuangan, produksi 
c. Kurangnya komitmen, sehingga sering tidak cukup waktu untuk 





d. Kegagalan etika, sehingga jatuh dalam godaan curang, penipuan dan 
penggelapan uang 
Kegagalan perjanjian kemitraan juga disebabkan tidak konsisten dan 
tidak taatnya para pihak terhadap pelaksanaan isi perjanjian serta tidak 
seimbangnya hak dan kewajiban pada klausula perjanjian. 
Solusi dalam mengatasi kegagalan dalam perjanjian kemitraan yaitu 
dengan menanamkan rasa saling percaya, memahami bahwa saling 
memerlukan, saling menguntungkan dan saling memperkuat. Dalam 
perjanjian kemitraan antara PT.IRSA dan CV. Putra Gemilang, 
sebenarnya tidak mengalami hambatan yang terlalu serius. Hambatan 
itu biasanya dalam hal85 : 
1. Pengangkutan batu bara dari stockpile tambang menuju stockpile 
Pulau Baai. Hambatannya di desa Air Lelangi masyarakat sering 
tidak senang dengan adanya pengangkutan melalui desa mereka. 
2.  Pencairan dana (invoice) pernah terjadi keterlambatan sehingga 
sedikit menggangu kelancaran operasional pengangkutan.  
B. Pola Penyelesaian Penghambat Pelaksanaan Kemitraan Pengangkutan Batu 
Bara Yang Diterapkan Oleh PT.IRSA Dengan CV. Putra Gemilang sebagai 
Mitra Usaha 
 
Dalam masyarakat bisnis terdapat 2 (dua) pendekatan umum yang 
sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Pendekatan pertama, yaitu 
menggunakan paradigma penyelesaian sengketa litigasi. Pendekatan ini 
                                                 





merupakan suatu pendekatan untuk mendapatkan keadilan  melalui sistem 
perlawanan (the adversary system) dan   menggunakan paksaan (coercion) 
dalam mengelola  sengketa serta menghasilkan suatu keputusan  win-lose 
solution bagi pihak-pihak yang bersengketa. Sementara itu, pendekatan kedua, 
menggunakan paradigma penyelesaian sengketa non-litigasi. Paradigma  ini 
dalam mencapai keadilan  lebih mengutamakan pendekatan ‘konsensus’ dan 
berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta 
bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa kearah win-win 
solution. 
Dari kedua paradigma tersebut, Paradigma Litigasi  yang 
mengandalkan perangkat lembaga peradilan sebagai institusinya telah mewabah 
penggunaannya selaras dengan makin derasnya infiltrasi hukum modern di setiap 
penjuru dunia. Dalam konstelasi sistem hukum modern, keberadaan lembaga 
peradilan diantaranya mengemban tugas menyelesaikan sengketa 
untuk  menegakan rule of law. Keberadaan lembaga  peradilan yang 
dimaksudkan sebagai sarana fasilatatif untuk menegakan wibawa hukum dengan 
jalan memberikan akses keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat sengketa. 
Dalam realitanya, peranan pengadilan  belum bisa memenuhi harapan 
masyarakat, karena banyak putusan-putusan yang dikeluarkan tidak 
menyelesaikan masalah tapi justru menimbulkan masalah baru. Bahkan  peran 
pengadilan tidak lagi hanya sebagai tempat mencari keadilan tapi juga sebagai 





beli putusan. Hal ini menyebabkan  pengadilan mengalami krisis kepercayaan 
dan kewibaannya di mata masyarakat. Krisis ini merupakan keadaan yang tidak 
normal, di mana pengadilan  yang seharusnya  menjalankan fungsi  untuk 
menyelesaikan sengketa secara adil bagi masyarakat telah kehilangan pamornya 
sebagai tempat mencari keadilan.   
Hukum menciptakan semacam realitas hukum yang melampaui (post-
justice), yaitu sebuah dunia hukum, yang di dalamnya pengadilan (court) dan 
keadilan (justice) hidup dalam wujud simulakra, di dalam wujud topeng-topeng 
keadilan, di dalam mekanisme seolah-olah adil (as if). Keadilan berkembang di 
dalam wujud simulasinya, yang menampilkan citra-citra konkret 
sebagai signifier(pengadilan, terdakwa, jaksa, hakim, saksi konkret) 
menampakkan aksi-aksi sosial yang faktual, akan tetapi semuanya hadir dalam 
wujud simulasinya. Inilah yang menyebabkan banyak pelaku bisnis di seluruh 
dunia mengindari menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan karena 
dipandang tidak efektif dan efisien.  
Pemerintah Indonesia  nampaknya masih kurang menyadari arti 
pentingnya sarana penyelesaian sengketa bagi kepentingan pembangunan 
ekonomi dan sebagai daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini 
terlihat dengan tidak adanya program dari Pemerintah dan Mahkamah Agung 
untuk membenahi  pengadilan secara revolusioner dan tidak berusaha 





Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa  ADR (Alternatif 
Dispute Resolution), seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, 
sebagai   daya tarik investasi sebenarnya sudah disadari oleh banyak negara.  
Penggunaan ADR   di samping karena alasan efisiensi dan faktor budaya juga 
disebabkan lembaga peradilan  telah dihinggapi penyakit formalitas yang 
berlebihan, tidak efisien, tidak efektif, mahal, menimbulkan dendam pihak yang 
kalah, perilaku hakim yang memihak, dan seterusnya. Hasil penelitian  yang 
tertuang dalam Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia 1997, 
yang diselenggarakan oleh BAPPENAS, sebenarnya telah memberikan 
rekomendasi untuk pengembangan ADR (Alternative Dispute Resolution) 
sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Pada waktu itu Presiden Bacharuddin 
Jusuf Habibie, telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut  dengan  membentuk 
Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa. Namun demikian setelah terjadi pergantian Presiden sampai tiga kali, 
hasil penelitian yang menelan biaya yang mahal dan melibatkan pakar-pakar 
hukum terkenal di Indonesia tersebut ternyata tidak mendapatkan perhatian 
sampai sekarang, dan  Undang-undang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian 
Sengketa juga tidak berjalan efektif. Berdasarkan hal itu, sudah saatnya 
pemerintah di samping membenahi lembaga peradilan secara revolusioner, juga 
secara serius  mengembangkan penyelesaian sengketa bisnis melalui ADR, agar 





Menurut direktur86 PT.IRSA untuk mengatasi hambatan dalam 
pengangkutan yang terjadi dalam hal masyarakat desa Air Lelangi tidak mau 
menerima lewatnya truk-truk pembawa batu bara di desa mereka, antara 
PT.IRSA dan masyarakat sudah menyepakati untuk diselesaikan dengan cara 
musyawarah.  Dan PT. IRSA juga sudah melakukan upaya tanggungjawab sosial 
kepada masyarakat yaitu setiap bulannya PT.IRSA selalu memberikan bea siswa 
untuk anak-anak sekolah, donasi untuk PKK, Karang Taruna dan bantuan 
kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Khusus Desa Air Lelangi, PT. IRSA 
menambahkan donasi berupa kompensasi Rp. 1.000,- per ton yang telah 
diangkut. 
Menurut Direktur CV. Putra Gemilang87 untuk menyelesaikan 
hambatan kemitraan dalam hal terjadinya keterlambatan pencairan dana 
(invoice). Antara kedua belah pihak mengambil cara penyelesaian sengketa 
dengan cara bernegosisasi.  Ketika terjadi keterlambatan pembayaran biaya 
angkutan (pencairan dana) yang seharusnya PT.IRSA wajib membayar sesuai 
dengan perjanjian yang dibuat, maka PT. IRSA dengan niat baik mengajak pihak 
CV.Putra Gemilang untuk membicarakan atau merencanakan pembayaran upah 
angkutan yang terlambat tersebut. PT.IRSA mengemukakan alasan-alasan 
keterlambatan pembayaran biaya angkutan dan CV. Putra Gemilang dapat 
memahami alasan-alasan PT.IRSA. 
                                                 
86 Wawancara dengan direktur PT.IRSA pada tanggal  20 April 2014 
 








A.  KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya yang menguraikan 
jawaban-jawaban permasalahan dalam skripsi ini maka dapat di rumuskan 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan pola kemitraan pengangkutan batu bara antara PT.IRSA 
dengan CV. Putra Gemilang sebagai mitra usaha yaitu dimulai dengan 
dibuat perjanjian kemitraan secara tertulis karena memberikan rasa 
keadilan, kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalam 
perjanjian kemitraan tersebut. Pola kemitraan yang digunakan yaitu 
perjanjian kemitraan operasional perusahaan. Yang masing-masing pihak 
memiliki hak dan kewajiban. Sehingga tanggungjawab masing-masing 
juga terdapat dalam perjanjian kerjasama bisnis. 
2. Hambatan dalam perjanjian kemitraan antara PT.IRSA dan CV. Putra 
Gemilang yaitu dalam pengangkutan yang melewati desa Air Lelangi yang 
sering tidak menerima desa meraka dilewati oleh truk-truk pengangkutan 
batu bara. Dalam pencairan dana upah pengangkutan (Invoice) pernah 
terjadi keterlambatan sehingga mengganggu kegiatan operasional 
pengangkutan.  





1. Sebaiknya perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT.IRSA dan 
CV.Putra Gemilang di buat dengan akta notaris, sehingga mempunyai 
kekuatan hukum yang jelas. 
2. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi sebaiknya PT IRSA lebih 
meningkatkan kegiatan CSR yang membawa manfaat bagi masyarakat 
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